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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemilihan umum merupakan esensi yang digunakan sebagai sarana 

demokrasi dalam membentukosistem kekuasaan di suatuoNegara. Demokrasi 

padaodasarnya lahirodari kehendakorakyat karena rakyat menginginkan 

kekuasaanoNegara dihasilkan dari bawah yaitu oleh rakyat sesuai dengan 

sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pada kenyataannya pemilihan 

umum murupakan bagian dari suatu perwujudan dan pengakuan atas hak 

politik yang dimiliki masyarakat serta pendelegasian akan hak tersebut yang 

dilakukan oleh rakyat kepada wakil rakyat dalam menjalankanopemerintahan. 

Jika dilihatodari sudut pandangodemokrasi, pemilihan umum memiliki 

tujuan yaitu kembalioberpegang padaoprinsip-prinsip kebijaksanaanoyang 

sesuai dengan nilaiodemokratis berdasarkan kepentinganogolongan 

masyarakat. Pemilihan umum merupakan salah satu realisasi dari sistem 

demokrasi, dengan kata lain demokrasi dapat dimaknai sebagai wujud dari 

pluralisme sosial, budaya dan politik yang terdapat dalam masyarakat (Maliki 

dalam Astanti, 2016).  

Pemilu dianggap tepat untuk menampung aspirasi masyarakat yang 

pluralistik, khususnya dalam menentukan calon pemimpin rakyat. 

Sebagaimana maknanya demokrasi dilihat dari asal katanya bermakna rakyat 

“berkuasa” atau “government or rule by the people” (Budiarjo dalam Astanti, 
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2016). Menurut Morissan (2005), pemilihan umum adalah cara atau sarana 

untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara 

kedepan. Pandangan Centre for Electoral Reform (Cetro), pemilihan umum 

(Pemilu) adalah salah satu tonggak demokrasi yang berfungsi sebagai 

instrumen rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik. 

Pemilu mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang cenderung 

bersifat absolute apabila tidak dikontrol dan diperbaharui. Tanpa pemilu 

maka terbuka peluang terjadi diktum politik power tends to corrupt and 

absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung korup dan 

kekuasaan absolut pasti akan korup). Menurut Dieter Nohlen (Lindawati, 

2014), fungsi pemilihan umum antara lain: 

a. Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau 

partai koalisi; 

b. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai; 

c. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih; 

d. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan 

program-program politik serta kepentingan partai politik peserta pemilu; 

e. Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara 

damai; 

f. Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan 

penawaran program-program tandingan; 

g. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu Pemerintah, 

misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas dalam parlemen. 
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Pemilihan umum dilakukan untuk menentukan pejabat politik, dimana  

pejabat politik yang dimaksudkan ialah orang-orang yang diusung oleh partai 

politik untuk mengisi jabatan politik di lembaga negara, seperti lembaga 

perwakilan rakyat (DPR), Presiden, Gubernur, Bupati serta Walikota.  Dalam 

tingkat daerah pemilu dilakukan untuk memilih kepala daerah (Pilkada) dan 

pemilihan anggota DPRD (Pileg). 

Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang disiapkan pemerintah agar 

masyarakat dapat memilih pemimpin mereka di tingkat daerah mulai dari 

Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan umum di provinsi dilakukan untuk 

memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan istilah Pemilihan Gubernur 

(Pilgub). Menurut Muslim (Lindawati, 2014), Pilgub adalah suatu proses 

demokrasi dengan cara memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 

satu Provinsi dengan sah dan sesuai Undang-Undang yang ada dan diikuti 

dengan seluruh masyarakatnya. 

Hal tersebut diperkuat didalam Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dimana 

pengertian Pemilukada adalah: 

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945”. 
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Dalam melaksanakan pemilu, partisipasi politik merupakan instumen 

penting yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pemilu 

dilaksanakan. Partisipasi politik akan memperlihatkan tingkat aktivitas politik 

masyarakat dalam menentukan pilihannya ketika pemilu. Miriam Budiardjo 

(Lasut, 2014) mengatakan bahwa partisipasiopolitik merupakan kegiatan 

seseorangoatau sekelompok orangountuk ikutoserta secaraoaktif dalam 

kehidupanopolitik, antaraolain denganojalan memilihopimpinan negara secara 

langsungoatau tidakolangsung danomemengaruhi kebijakan pemerintah 

(public policy). 

Kegiatanoini mencakupotindakan sepertiomemberikan suaraodalam 

pemilihanoumum, menghadiriorapat umum, mengadakanohubungan 

(contacting) atau lobbyingodenganopejabat pemerintahoatau anggota 

parlemen, menjadioanggota partaioatau salahosatu gerakanososial dengan 

direct action-nya danosebagainya. Dilihat dari bentukodan tipeopartisipasi 

politik terdapatopula sejumlahokegiatan politikoyang seringodilakukan 

danoterjadi dalam kehidupanomasyarakat, yaituomencari dukunganoatau 

kampanye, lobby politik,omencari koneksi (contacting poiltict) bahkanotidak 

jarangoterdapat tindakan kekerasanopolitik (violence). 
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Sitepu dan Herbert McKlosky (Budiardjo, 2008) memberikan definisi 

partisipasi politik sebagai berikut: 

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela 

dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, 

dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses 

pembentukan kebijakan-kebijakan umum (the term of 

political participation will refer to those voluntary 

activities by which members of a society share in the 

selection of rulers and,directly or indirectly, in the 

formation of public policy)”. 

 

Dalam melaksanakan partisipasi, pemilih sebagai pemilik suara sekaligus 

partisipan memiliki peran yang sangat penting dalam menyuarakan partisipasi 

politiknya. Surbakti (Azmi, 2014) mengatakan bahwa pemilih diartikan 

sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka 

pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan 

suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. 

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, 

kemudian dalam pasalo19 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwaopemilih yang 

mempunyai hakomemilih adalahowarga negara Indonesiaoyang didaftarooleh 

penyelenggaraopemilu dalamodaftar pemilihodan padaohari pemungutan 

suara telahogenap berumur 17 (tujuh belas) tahunoatau lebih atau 

sudah/pernah kawin. 
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Pemilihopemula merupakan golonganopenduduk usia 17otahun hingga 21 

tahun, namunoada definisioyang lainoyaitu pemilihopemula adalahomereka 

yang berstatusopelajar, mahasiswa, sertaopekerja mudaoatau pemilihopemula 

ini adalahomereka yangobaru akanomempunyaiopengalaman pertama kali 

diodalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, (Rohmah dalam Astanti, 

2016). Adapunosyarat-syarat yangoharus dimilikiountuk menjadikan 

seseorang dapat memilih menurut Pahmi, (2010) adalah: 

a. umurosudah 17 tahun;  

b. sudah/pernahokawin;  

c. purnawirawan/sudahotidakolagiomenjadioanggotaoTNI / Kepolisian. 

Partisipasiopolitik kaumomuda atauopemilih pemulaodapat diartikan 

sebagaiopenentuan sikapodan keterlibatanokaum mudaosebagai individuoatau 

kelompok dalamoeven/bidang politik. Menurut Huntington (Veplun, 2014), 

terdapato2 bentukopartisipasi wargaonegara termasukokaum pemulaoyang 

terdiri darioPartisipasi Konvensionaloantara lainopemberian suarao(voting), 

diskusi politik,okegiatan kampanye, membentukoatau bergabung dengan 

kelompokoatau partaiopolitik tertentu, atauokomunikasi denganopejabat 

partai politikotertentu, kemudianoyang keduaoadalah Patisipasi Non-

Konvnsional antara lainodengan pengajuanopetisi, berdemontrasi/unjuk rasa, 

mogok, konfrontasi, tindakanokekerasan politik, terhadapoharta benda, 

perusakan, pemboman, pembakaran, tindakokekerasan politikoterhadap 

manusia, penculikan, pembenuhan, bahkanoperang dan revolusi. 
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Dilansir dari http//kpu.co.id, menyatakan bahwasanya pemilih pemula 

memiliki peran penting dikarenakan jumlahnya sebesar 20,8%  dari 

keseluruhan jumlah pemilih nasional, oleh karena itu jumlah pemilih pemula 

dapat dikatakan cukup banyak pada tingkat nasional sehingga rakyat ketika 

memanfaatkan hak pilihnya tidak melakukan kesalahan berdasarkan dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan hasil pilkada serentak tahun 2017 dari KPU RI 

(http//kpu.co.id), bahwa jumlah pemilih pemula pada Pilkada Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 28.328 orang dengan persentase 

sebesar 21,7 % atau satu perlima dari jumlah total pemilih. Dengan jumlah 

yang cukup besar maka diperlukan startegi pendekatan untuk dapat 

menjadikan pemilih pemula kedalam sumber suara yang potensial. 

Tiga pendekatan teori yang seringkali digunakan oleh para sarjana untuk 

memahami perilaku pemilih yakni pendekatan sosiologis, pendekatan 

psikologis dan pendekatan pilihan rasional (rational choice theory). Dalam 

hal penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pilihan rasional (rational 

choice theory), teori yang dipopulerkan oleh JamesoS. Coleman (1989). Teori 

pilihanorasional yang dikemukakan oleh Coleman terlihat jelas dalam 

gagasan dasarnya dimana “tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan 

dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan 

(preferensi)”. 
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Dalam pendekatan rasional, para pemilih akan menentukan pilihan 

berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik, kandidat yang diajukan 

serta pilihan kandidat yang menguntungkan, dapat diartikan pemilih dapat 

menentukan pilihannya yang didasarkan pada pertimbangan secara rasional. 

Pengguna teori pendekatan rasional dalam hal ini menjelaskan suatu perilaku 

memilih para ilmuwan politik yang sebenarnya diambil dari adaptasi ilmu 

ekonomi dengan melihat adanya perumpamaan antara ekonomi (pasar) dan 

politik (perilaku memilih). 

Hal tersebut terlihat saat pemilih pemula menentukan pilihan mereka 

kepada kandidat yang dapat memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Contohnya ketika kandidat tersebut melakukan money politic dengan 

memberikan sejumlah barang, uang atau hal lainnya yang dapat diartikan 

untuk membeli suara. Tidak hanya itu, beberapa pemilih pemula juga  

memilih kandidat dengan melihat sosok dan latar belakang pribadi dari pada  

prestasi maupun rekam jejak dalam berpolitik. 

Pada kenyataannya teori diatas terbuktikan pada salah satu Satuan 

Pendidikan Tingkat Kejuruan di Kota Pangkalpinang. SMK N 4 Kemaritiman 

adalah satu-satunya sekolah yang menggunakan sistem komando semi 

kemiliteran dalam basis pendidikannya. Hal tersebut membuat pengaplikasian 

nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan mengedepankan prinsip 

nasionalisme, jiwa kebangsaan dan nilai kesatuan persatuan terhadap mental 

karakter Taruna/i. 



 

 9 

Hal tersebut nyatanya memiliki implikasi yang sangat strategis yaitu 

dalam menentukan sikap politiknya. Taruna/i yang dididik sedemikian rupa 

memiliki orientasi dalam menentukan rasionalitas politiknya kearah yang 

sejalan dengan figur dan karakter yang dia miliki, dalam hal ini Taruna/i akan 

cenderung menjatuhkan pilihannya pada figur Purnawirawan tentara dan basis 

partai politik berideologi nasionalis yang menjadi mesin politik dalam 

kontestasi pemilu. 

Menurut Bayu Pratama, seorang Staf Ahli Komandan Batalyon 013-014 

Pangkalan Marinir 4 Kota Pangkalpinang saat ditanya bagaimana 

pendapatnya tentang kontestasi Pemilu Presiden tahun 2014 silam, dia 

menuturkan bahwasanya dunia pemerintahan akan lebih baik dipimpin oleh 

seseorang yang memiliki rekam jejak dalam dunia militer. Menurutnya 

seseorang yang dianggap mampu untuk memimpin negara sebesar Indonesia 

adalah orang yang tegas, serius, berani dan disiplin layaknya seorang tentara. 

Jika dilihat antara pernyataan Bayu Pratama yang juga seorang Taruna 

Senior di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kemaritiman Kota 

Pangkalpinang dengan basis dasar pendidikan yang dia terima disekolah 

tersebut, maka hal ini berbanding lurus dengan apa yang ia pahami terkait 

dengan sosok pemimpin dan karakternya. Wajar saja dikarenakan Presiden 

dipilih melalui Pemilu yang dicalonkanooleh partaiopolitik atauogabungan 

partaiopolitik sehingga Taruna/i memiliki sudut pandang politik yang berbeda 

dalam hal menentukan pilihannya. 
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Kejadian ini sangatlah disayangkan bahwasanya apakah dengan adanya 

keterbukaan pilihan dalam berdemokrasi, pemikiran yang rasional serta 

moderatnya pendidikan dalam partisipasi politik belum bisa dijadikan modal 

yang cukup bagi mereka untuk menentukan pilihannya yang tidak semata-

mata didasarkan hanya bermodalkan latar belakang seorang purnawirawan 

tentara atau hanya karena didukung oleh partai nasionalis mereka sudah pasti 

akan memilihnya. 

Penulis berpandangan bahwa kenyataan ini merupakan masalah yang 

sangat penting dan strategis mengingat bagaimana potensi pemilih pemula 

dalam pemilu yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap 

kemajuan suatu daerah dan negara atas pilihan mereka. Jika nyatanya mereka 

memilih hanya karena kesamaan latar belakang tanpa melihat potensi, prestasi 

serta visi dan misi untuk membangun negeri, maka Indonesia masih belum 

dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki iklim demokrasi yang maju 

dalam melaksanakan pemilu, hal ini bisa dilihat dari potensi dan level 

partisipasi politik yang rendah. 

Melihat fakta lapangan yang sedemikan rupa nyatanya, membuat penulis 

meyakinkan diri untuk melakukan penelitian terhadap Rasionalitas Politik 

Taruna Pemilih Pemula di SMK N 4 Kemaritiman. Dalam hal ini penulis 

memiliki tiga alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu: 
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1. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan baik 

meliputi objek maupun subjek penelitian yang diikutsetakan didalamnya. 

Penelitian ini juga berangkat dari fenomena sosial kemasyarakatan 

didalamnya sehingga konteks maupun konsep penelitian dapat dikatakan 

memiliki kapabilitas dan integritas yang professional sehingga tidak 

dibuat-buat. 

2. Kedua, SMK N 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang adalah satu-satunya 

sekolah berbasis pendidikan semi-kemiliteran di kota Pangkalpinang, 

sehingga dapat menjadi objek penelitian yang strategis dan terpercaya 

yang dapat membuat minimnya kesalahan informasi yang didapat selama 

penelitian. 

3. Ketiga, ditengah era modern dan penuhnya akses dalam melihat dan 

menilai pilihan dalam pemilu baik dari sosok calon maupun partai politik, 

Taruna/i seharusnya dapat menunjukan kedewasaannya dalam 

menentukan pilihan politik yang tidak hanya didasarkan pada pilihan 

emosional semata. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimana Rasionalitas Taruna Pemilih Pemula Dalam Pilkada Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 2017 di SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota 

Pangkalpinang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk Mengetahui Rasionalitas Taruna Pemilih Pemula Dalam Pilkada 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 di SMK Negeri 4 Kemaritiman 

Kota Pangkalpinang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

memformulasikan produk keilmuan baik dalam lingkup teoritis maupun 

praktis sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan 

dibidang kajian pemilih pemula dan demokrasi khususnya mengenai 

rasionalitas pilihan pemilih pemula. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada 

masyarakat pada umumnya dan pemilih pemula pada khususnya untuk 

dapat menentukan pilihannya secara rasional dengan mengesampingkan  

emosional dalam menentukan pilihannya. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Rasionalitas Politik Pemilih Pemula di Tegalsari Surabaya 2016 

Pemilihan umumomerupakan salahosatu realisasi dariosistem 

demokrasi yangoberfungsi menampungoaspirasi masyarakat yang 

pluralistic dalamomenentukan calonopemimpin rakyat. Demokrasi 

bermakna “rakyat berkuasa”oatau “government or rule by the 

people”.  

Pendidikanopolitik yang masihocenderung rendah 

berdampakopada pemilih pemulaoyang menjadi sasaranopraktik 

money politic. Selain itu, sikapoapatis dan terdapatogolput dalam 

pemilihanoumum merupakan efek nyataodari rendahnya 

pendidikanopolitik. Penelitian iniomenggunakan teoriotindakan 

rasionalitas Weberodan motif tindakanoAlfred Schutz 

untukomembongkar motifosebab (because of motive) danomotif 

tujuan (in order to motive)orasionalitas politik pemilihopemula.  

Hasil penelitianomenunjukan motifosebab (in order to 

motive)opartisipasi politik pemilihopemula didorongooleh 

beberapaomotif yakni, doronganososialisasi politik, doronganopeer 

group, danodorongan pengalamanoorganisasi. Sedangkan motif 

tujuannya yakni,omencari pengalaman,omencari hiburan 

sertaomengisi waktu luang, danomengikis sikap apatis. Selain 

itu,opartisipasi juga didorong olehoadanya pemberian sejumlahouang, 

sembako, kaos, dan pemberianobarang-barangolainnya. 
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1.5.2 Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap 

Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan 

Kakasoleh 

Fenyapwain (2013), pemilihan umum sebagai sarana demokrasi 

telah digunakan disebagian besar negara-negara di dunia termasuk 

Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen. Kesadaran 

Politik warga negara menjadi factor determinan dalam partisipasi 

politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan 

pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan 

dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran 

dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. 

Banyak sekaliocara yang ditempuhooleh calon kepala 

daerahountuk menarik minatorakyat, salah satuopendekatan yang 

dipakaiooleh calon kepala daerahoialah dengan memasangoiklan 

sebagai saranaososialisasi. Permasalahanoyang dikaji dalam 

penelitianoini adalah apaodan bagaimana pengaruhoIklan Politik 

dalamoPemilukada Minahasa terhadap PartisipasioPemilih Pemula di 

DesaoTounelet kecamatan Kakas ?.  

Penelitian iniodikaitkan teori EfekoMedia Massa yaituoTeori Efek 

Moderat,oTeori ini mengasumsikanobahwa pengaruhomedia massa 

tidak beradaopada posisi yangotak terbatas ataupunoterbatas, 

melainkan akanosangat tergantung pada individuoyang diterpa pesan 

mediaomassa.  
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Banyak variabeloyang ikut berpengaruhoterhadap proses 

penerimaan pesanodiantaranya tingkat pendidikan,olingkungan sosial, 

kebutuhan, dll. Berdasarkanoperhitungan Korelasi ProductoMoment 

iklan politikomemberikan kontribusi sebesaro17,30% dan terdapat 

pengaruh yangosignifikan antara iklanopolitik dan partisipasiopemilih 

pemula. Sedangkan hasiloperhitungan analisisoRegresi Linear 

Sederhana, terdapatopengaruh yang berpolaolinear antara 

iklanopolitik terhadap partisipasiopemilih pemula dalamopengujian 

linearitas. 

 

1.5.3 Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota 

Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2014 

Akdasenda, dkko(2013), pada tahuno2014 

Indonesiaomelaksanakan pemilihan Presidenodan Wakil Presiden. 

Peserta pemiluopresiden dan wakil presidenoadalah merekaoyang 

berasal dariomasing-masing partai politik ataupunogabungan partai 

politikoyang telah memenuhiosyarat, yaitu yang telahomemperoleh 

jumlahokursi paling sedikito20% dari jumlah kursioyang ada di 

DPR,DPD, danoDPRD sesuai dengan ketentuanoperundang-undangan 

(Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). 
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Penelitian iniomenggunakan tipeoeksprolatif denganoanalisa data 

kuantitatif. Dariodata tersebut makaoyang ditelitiodalam penelitian ini 

adalahobagaimana pemimpinoyang ideal menurutopemilih 

pemulaopada pemilihanopresiden dan wakilopresiden mendatang. 

Dari hasil penelitian,odapat disimpulkan bahwaopemimpin yang 

idealomenurut pemilih pemulaoadalah pemimpin yangotidak cacat 

hukum,opemimpin yang memilikiorasa kepedulian 

terhadapoanggotanya dan pemimpin yang memilikiovisi dan misi 

yangojelas. 

 

1.5.4 Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada Suatu 

Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada 

Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun 

2010) 

Batawi (2010),openelitian iniobertujuan untukomengetahui 

seberapa besarotingkat kesadaran siswaoSLTA sebagai 

pemilihopemula dalam pilkada dalamokonteks berpolitik 

danopenerapan sekolahosebagai laboratoriumodemokrasi (School–

Based Democracy Education).  
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Penelitian mengambilosampel siswa SLTAodi wilayah Wasile 

sebanyak 35oresponden dan wilayahoMaba sebanyak 40 responden. 

Wilayah Wasileomengambil 3 sekolahosedangkan wilayahoMaba 

sebanyak 6 sekolahoyang berbeda. Responden adalahosiswa yang 

telah melakukanopemilihan/pencoblosan padaomasa pilkada 

untukomemilih kepala danowakil kepala daerahodi wilayah 

kabupatenoHalmahera Timur (Haltim) tahuno2010.  

Penelitian ini menggunakanometodologi observasi, 

wawancaraolangsung dan pengisianokuesioner. Berdasakan 

hasilopenelitian yangotelah dilakukanodiperoleh kesimpulan 

bahwaotingkat kesadaran siswaosebagai pemilihopemula dalam 

pilkadaomenunjukan perbedaanoyang didasarkanopada pemahaman 

danopengalaman belajarokonsep berpolitikodi tingkat persekolahan. 

Sedangkan 60 persenosiswa senangoterdaftar sebagai pemilih 

pemulaodalam pilkada.  

Sebagai pemilihopemula, siswa dihadapkan padaopersoalan 

psikologis yaituomenempatkan jati diriodan pemahaman 

tentangobelajar berpolitik yangobanyak dipengaruhiooleh pergaulan 

antar rekanosejawat dan lingkupopersekolahan. Selain itu, 

jikaodipetakan dari tingkatokesadaran tidak terlepasodari 

pengalamanoyang masih barudanoawam sebagai pemilihopemula, 

sehingga peranoguru dan lingkunganopersekolahan dapatodijadikan 

laboratorium demokrasioyang komprehensif. 
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Hal iniomenunjukan bahwa kesadaranoikut aktif berpolitikotelah 

menjadiokekuatan individu siswa dalamobermasyarakat, berbangsa 

danobernegara. Faktor-faktor yang menonjolodari tingkat 

kesadaranopolitik siswa sebagaiopemilih pemula dalam pilkadaodapat 

ditemukan dalamodaya kritis siswa seputar pemahamanomakna 

berpolitik di diskusiokelas. 

 

1.5.5 Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam 

Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang 

Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota Semarang) 

Setiajid (2011),opemilih pemula dalamokategori politik adalah 

kelompok yangobaru pertama kaliomenggunakan hakopilihnya. 

Orientasi politikopemilih pemula inioselalu dinamis danoakan 

berubah-ubah mengikutiokondisi yang adaodan faktor-faktoroyang 

mempengaruhinya. 

Penelitian iniomenggunakan pendekatanokualitatif yang didukung 

dengan dataokuantitatif. Hasil penelitianomenunjukkan bahwaofaktor-

faktor yangomempengaruhi pemilihopemula dalam menggunakanohak 

pilihnya padaopemilihan WalikotaoSemarang 2010 adalahofaktor 

pengaruhoorangtua, faktor pilihan sendiri,ofaktor media massa, partai 

politik danoiklan politik, dan faktoroteman sepergaulan.  
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Faktoroyang dominan yangomempengaruhi pemilihopemula 

dalamomenggunakan hak pilihnya pada pemilihanowalikota 

Semarang 2010oadalah faktor pengaruh dariopilihan sendiri (40%) 

danoorang tua (32%). Orientasi politikopemilih pemula 

dalamomenggunakan hak pilihnya pada pemilihanoWalikota 

Semarang 2010obaik itu meliputioorientasi kognitif, afektifomaupun 

evaluatif sudahomengarah pada tataran orientasiopositif dimana 

yaituoorientasi yangoditunjukkan dengan tingkat pengetahuanodan 

frekuensi kesadaranoyang tinggi, perasaan dan evaluasiopositif 

terhadap obyekopolitik. 
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Tabel 1.1 

Kajian Tinjauan Pustaka 

No Tinjauan Pustaka Posisi Penelitian 

1 

Penelitianoiniooomenggunakanometode 

penelitian kualitatifodengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. 

Penelitianookualitatifodengan pendekatan 

fenomenologi lebih bermaksud untuk 

memahami motif sebabodan motif tujuan 

partisipasi politikopemilih pemula pada 

pemilihanoumumopresiden tahun 2014. 

Penelitian ini menggunakan 

metodeopenelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan pilihan 

rasional S.Coleman. Penelitiano 

kualitatif denganopendekatan pilihan 

rasional lebih bermaksudountuk 

memahamiopilihan para pemilih pemula 

yang ditentukan dari pemikiran terkait 

issue politik dan kandidat atau figur. 

2 

Iklan Politik dalam Pemilukada 

mempunyai pengaruh yang cukup kuat 

terhadap partisipasi pemilih pemula atau 

sekitar 17,30% sedangkan sisanya 

ditentukan oleh variabel lainnya, seperti 

faktor lingkungan, keluarga dan nilai-nilai 

sosial yang dianutnya. 

Penelitian tersebut menjadikan iklan 

sebagai sumber pembentukan opsi bagi 

pemilih pemula dalam menentukan 

pilihannya, sedangkan penelitian ini 

menjadikan penentuan rasional dalam 

pertimbangan pemilih pemula untuk 

menentukan pilihannya. 

3 

Dari hasilopenelitian dapat0disimpulkan 

bahwaopemimpinoyang idealomenurut 

pemilih pemula adalah pemimpin yang 

tidakocacatohukum,opemimpin yang 

memilikiorasaokepedulian0terhadapoangot

anya dan pemimpinoyang memiliki visi 

dan misioyang jelas.  

Jika dalam penelitian sebelumnya 

persepsi calon pemimpin yang dimaksud 

adalah pemimpin yang tidak cacat 

hukum, pemimpin yang memiliki rasa 

kepedulian terhadap anggotanya, maka 

penelitian ini akan memfokuskan pada 

persepsi latar belakang sang calon yang 

dilihat dari figur atau sosok kandidat. 

4 

Faktoro yang menonjolo dario tingkat 

kesadarano politik siswaosebagaio pemilih 

pemulaodalam 0pilkadaodapat ditemukan 

dalam dayaokritis siswaoseputar 

pemahamanomaknaoberpolitik di diskusi 

kelas. 

Dalam penelitian ini, Taruna/i melihat 

bahwa rekam jejak dalam karier serta 

kepribadian (sosok) sang calonlah yang 

menjadi sumber informasi utama dalam 

melihat serta menentukan pilihannya. 

5 

Penelitian0ini mendiskripsikan faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilih0 

pemulao dalamo pemilihano walikota 

semarango tahun 2010.Faktor yang 

dominano yang mempengaruhi pemilih 

pemula0 adalah0 faktoropengaruh0dari 

pilihanosendiri (40%) danoorang tua 

(32%). 

Faktor primer yang menjadi 

pertimbangan Taruna/i dalam 

menentukan pilihannya adalah figur atau 

kandidat yang diajukan sehingga 

terkadang pilihan-pilihan yang muncul 

tidaklah bersifat secara professional 

melainkan datang karena pilihan yang 

rasional karena kesamaan tertentu. 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
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1.6 Kerangka Teori 

1.6.1 Teori Rasionalitas 

Teori0iniodikemukakan0oleh James S.0Coleman (1989). Teori 

pilihan0rasional0Coleman0tampak0jelas dalam0gagasan0dasarnya 

bahwa0“tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan 

itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. 

Adaodua unsuroutama dalamoteori Coleman, yaituoaktor dan sumber 

daya. oSumberodayaoadalah sesuatu yang menarikoperhatian dano 

yangodapatodikontroloolehoaktor.  

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor 

dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuanoatau maksud, 

artinya aktor mempunyaiotujuan dan tindakannyaotertuju padaoupaya 

untuk mencapai tujuan itu. Aktorodipandangomempunyai pilihan 

atauonilai dan keperluan. Teori pilihan rasional tak menghiraukanoapa 

yang menjadi pilihanoatau apa yangomenjadi sumber pilihan aktor, 

yangopentingoadalah kenyataan bahwa untuko mencapaio tujuano 

yangosesuai denganopilihanoaktor (Ritzer & Goodman, 2007). 
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Tabel 1.2 

Unsur Dalam Teori Rasionalitas 

Unsur Dalam Teori Rasionalitas 

Aktor Sumber Daya 

Aktor dipandang sebagai manusia yang 

mempunyai tujuan atau maksud. Artinya, 

aktor mempunyai tujuan dan tindakannya 

tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan 

itu. Aktor dipandang mempunyai pilihan 

(atau nilai, keperluan). 

Sumber daya adalah 

sesuatu yang menarik 

perhatian dan yang 

dapat dikontrol oleh 

aktor. 

Sumber: James S. Coleman dalam (Afnaniyati, 2012) 

 

Adaobeberapa pendekatanodalam memahamioperilaku memilih, 

yaituosebagai berikut: 

1. PendekatanoSosiologis. Pendekatan ini pada dasarnya 

menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-

pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup 

signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. 

Karakteristik seseorang (seperti pekerjaan, pendidikan, dan 

sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis 

(seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya) 

merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. 
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Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua 

muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan semacamnya, 

dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam 

membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti 

keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, 

organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan 

sebagainya (Asfar, 2006). 

Pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, 

ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu 

yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, 

karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar 

dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. 

 

2. Pendekatan Psikologis. Pendekatan ini muncul dikarenakan 

adanya reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis. 

Pendekatan sosiologis dianggap secara metodologi sulit diukur, 

seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas 

sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya.  
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Apalagi, pendekatan sosiologis umumnya hanya sebatas 

menggambarkan dukungan suatu kelompok tertentu pada suatu 

partai politik, tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu 

kelompok tertentu memilih/mendukung suatu partai politik 

tertentu sementara yang lain tidak (Asfar, 2006).  

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep 

psikologi, terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk 

menjelaskan perilaku memilih. Penganut pendekatan ini 

menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari 

kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup 

menentukan dalam mempengeruhi perilaku politik seseorang.  

Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada 

tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu pendekatan 

emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan 

orientasi terhadap kandidat. 

 

3. Pendekatan Rasional. Dalam pendekatan rasional, para pemilih 

akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-

isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat 

menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

rasional. Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan 

perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari 

ilmu ekonomi.  
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Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan 

perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat 

dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-

kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka 

dalam perilaku politikpun masyarakat akan dapat bertindak secara 

rasional, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap 

mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan yang sebesar-

besarnya dan menekan kerugian atau kemadharatan yang sekecil-

kecilnya (Asfar, 2006). 

Jika melihat perilaku pemilih pemula melalui pendekatan 

ini, maka dapat dilihat bahwa pemilih pemula menggunakan ilmu 

ekonomi sebagai panutannya. Hal ini dapat dilihat ketika pemilih 

pemula memilih kandidat yang dapat memberinya keuntungan 

yang sebesar-besarnya. Misalnya, memilih kandidat yang 

memberinya uang atau materi sebagai harga dari suara yang akan 

digunakannya. Selain itu, pemilih pemula juga cenderung memilih 

kandidat berdasarkan figurnya bukan kemampuannya sehingga 

pemilih pemula juga cenderung mudah dimanfaatkan oleh partai 

politik. 
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1.6.2 Teori Partisipasi Politik 

Partisipasiopolitik kaumomuda atauopemilih pemulaodapat 

diartikan sebagaiopenentuan sikapodan keterlibatanokaum muda 

sebagai individu atauokelompok dalamoeven/bidangopolitik. 

MenurutoHuntington (Veplun, 2014) terdapato2 bentuk partisipasi 

warga negaraotermasuk kaum pemulaoterdiri dari: 

Tabel 1.3 

Perbedaan Antara Partisipasi Konvensional Dengan Non-Konvensional 

Partisipasi Konvensional Partisipasi Non Konvesional 

Partisipasi konvnsioanal antara 

lain pemberian suara (voting), 

diskusi politik, kegiatan 

kampanye, membentuk atau 

bergabung dengan kelompok 

atau partai politik tertentu, atau 

komunikasi dengan pejabat 

partai politik tertentu. 

Patisipasi non konvnsional antara laian 

dengan pengajuan petisi, 

berdemontrasi/unjuk rasa, mogok, 

konfrontasi, tindakan kekerasan politik, 

terhadap harta benda, perusakan, 

pemboman, pembakaran, tindak kekerasan 

politik terhadap manusia, penculikan, 

pembenuhan, bahkan perang dan revolusi. 

Sumber: Huntington dalam (Veplun, 2014) 

Selainobentukopartisipasioterdapatopulaotipeopartisipasiopolitik 

warga negaraoseperiti berikut: 

Tabel 1.4 

Tipe-Tipe Partisipasi Politik 

No Tipe Partisipasi Politik 

1 Partisipaiopolitik aktif. oKesadaran danokepercayaanopolitikotinggi 

2 
Partisipasiopolitik apatis. oKesadaran danokepercayaan politikoyang 

rendah, odisebabkan olehokurang kepercayaanoterhadapopemerintah 

3 
Partisipasiopolitikopasif. oKesadaranopolitik rendah sedangkan 

kepercayaanotinggi terhadapopolitik, 

4 
Partispasiopolitik militanoradikal. Kesadaranopolitik tinggiotetapi 

kepercayaanopolitikorendah. 

Sumber: Huntington dalam (Veplun, 2014) 
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Selain bentukodan tipeopartisipasi politikoterdapat pulaosejumlah 

kegiatanopolitik yangosering dilakukanodan terjadiodalam kehidupan 

masyarakat,oyaitu mencariodukungan atauokampanye, lobbyopolitik, 

mencariokoneksi (contacting poiltict) bahkanotidak jarangoterdapat 

tindakanokekerasanopolitk (violence). Sitepu dan Herbert McKlosky 

(Budiardjo, 2008) memberikan definisi partisipasi politik sebagai 

berikut: 

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan 

sukarela dari warga masyarakat melalui mana 

mereka mengambil bagian dalam proses 

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau 

tidak langsung, dalam proses pembentukan 

kebijakan-kebijakan umum (the term of political 

participation will refer to those voluntary 

activities by which members of a society share 

in the selection of rulers and,directly or 

indirectly, in the formation of public policy)”. 

 

Budiardjo (2008) mengatakan bahwa partisipasiopolitik 

merupakanokegiatan seseorang atau sekelompok orangountuk 

ikutoserta secara aktifodalam kehidupanopolitik, antaraolain 

denganojalan memilih pimpinanonegara danosecara langsungoatau 

tidak langsung, memengaruhiokebijakan pemerintaho(public policy). 

Kegiatanoini mencakupotindakan sepertiomemberikanosuara dalam 

pemilihan umum, menghadiri rapatoumum, mengadakanohubungan 

(contacting) atau lobbyingodengan pejabatopemerintah atauoanggota 

parlemen,omenjadi anggota partaioatau salahosatu gerakanososial 

denganodirect action-nya danosebagainya. 
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1.6.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Menurut Morissan (2005), pemilihan umum adalah cara atau 

sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan 

kebijakan negara kedepan. Pandangan Centre for Electoral Reform 

(Cetro), pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu tonggak 

demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik serta 

memfasilitasi proses sirkulasi elit politik.  

Pemilu mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang 

cenderung untuk bersifat absolute apabila tidak dikontrol dan 

diperbaharui. Sebagaimana maknanya demokrasi dilihat dari asal 

katanya bermakna rakyat “berkuasa” atau “government or rule by the 

people” (Budiarjo dalam Astanti, 2016). Dalam tingkat daerah pemilu 

dilakukan untuk memilih kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD 

(pileg).  

Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang disiapkan pemerintah 

agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka di tingkat daerah 

mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota. PemilihanoKepala Daerah 

danoWakil KepalaoDaerah (Pilkada) adalahosarana pelaksana 

kedaulatanorakyat diowilayah Provinsiodan/atau Kabupaten/Kota 

berdasarkanoPancasila danoUndang-Undang DasaroNegara Kesatuan 

RepublikoIndonesia untukomemilih KepalaoDaerah danoWakil 

Kepala Daerah (PP No. 6 Tahun 2005).  
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Nuryanti (2016), mengatakan bahwa secara teoritik Pemilukada 

merupakan kompetisi politik ditengah masyarakat, tetapi Pemilukada 

telah berubah dengan menampilkan politik kepartaian dalam versinya 

sendiri. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa 

pemilihanokepala daerahodan wakilokepala daerahodilakukan melalui 

masaopersiapan danotahap pelaksanaan. Masaopersiapan dalam 

Pilkada adalah: 

a. PemberitahuanoDPRD kepada kepala daerah mengenai 

berakhirnyaomasa jabatan; 

b. Pemberitahuan DPRD kepadaoKPUD mengenaioberakhirnya 

masa jabatan kepala daerah; 

c. Perencanaanopenyelenggaraan, meliputiopenetapan tataocara dan 

jadwalotahapan pelaksanaanopemilihan kepalaodaerah; 

d. PembentukanoPanitiaoPengawas,oPPK,oPPSodanoKPPS; 

e. Pemberitahuanodanopendaftaranopemantau. 

Tahapan pelaksanaanopilkada adalah: 

a. Penetapanodaftaropemilih; 

b. PendaftaranodanoPenetapanocalon kepalaodaerah/wakil kepala 

daerah; 

c. Kampanye; o 

d. Pemungutan suara; o 
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e. Penghitunganosuara; 

f. Penetapanopasangan calonokepala daerah/wakilokepala daerah 

terpilih, opengesahanodanopelantikan. 

 

Pemilihan umum di provinsi dilakukan untuk memilih Gubernur 

dan Wakil Gubernur dengan istilah Pemilihan Gubernur (Pilgub). 

Menurut Muslim (Lindawati, 2014), Pilgub adalah suatu proses 

demokrasi dengan cara memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

untuk satu Provinsi dengan sah dan sesuai undang-undang yang ada, 

dan diikuti dengan seluruh masyarakatnya. Hal tersebut diperkuat 

didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dimana pengertian 

Pemilukada adalah: 

”Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 

langsung dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2945”. 
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Menurut Dieter Nohlen (Lindawati, 2014) fungsi pemilihan umum 

antara lain: 

a. Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu 

partai atau partai koalisi; 

b. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai; 

c. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih; 

d. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-

tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik 

peserta Pemilu; 

e. Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian 

secara damai; 

f. Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan 

berdasarkan penawaran program-program tandingan; 

g. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu 

Pemerintah, misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas 

dalam parlemen. 
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1.6.4 Pemilih Pemula 

Menurut Veplun (2014), pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga 

kategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilih memilih partai 

berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis 

emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal 

kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama 

kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.  

Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara 

Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih 

atau sudah/pernah kawin, kemudian dalam pasal 19oayat (1 dan 2) 

menerangkanobahwa pemilihoyang mempunyaiohak memilihoadalah 

warga negaraoIndonesia yangodidaftar olehopenyelenggara pemilu 

dalamodaftar pemilihodan padaohari pemungutanosuara telahogenap 

berumur 17o(tujuh belas) tahunoatau lebih atauosudah/pernah kawin. 

Pemilihopemula merupakan golonganopenduduk usiao17 tahun 

hingga 21otahun, namunoada definisioyang lainoyaitu pemilih pemula 

adalahomereka yangoberstatus pelajar,omahasiswa atauopemilih 

pemula inioadalah merekaoyang baruoakan mempunyaiopengalaman 

pertama kaliodi dalamoberpartisipasi dalamopemilihan umum, 

(Rohmah dalam Astanti,2016). 
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1.7 Definisi Konseptual 

Konsep atau penjelasan dalam penelitian ini merupakan definisi secara 

singkat dari kelompok fakta atau fenomena-fenomena yang akan dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. PendekatanoRasional. Dalamopendekatan rasional, para pemilih akan 

menentukanopilihanoberdasarkan penilaiannyaoterhadapoisu-isuopolitik, 

kandidatoyang diajukan dan kandidat yangodapat memberikan 

keuntungan. 

2. Pemilihan umum (Pemilu) adalahosalah satu tonggakodemokrasi yang 

berfungsi sebagaioinstrumenorekrutmen politik sertaomemfasilitasi proses 

sirkulasi elit politik. 

3. Pemilihopemula merupakan golonganopenduduk usiao17 tahunohingga 

21 tahunonamun adaodefinisioyang lainoyaitu pemilihopemulaoadalah 

merekaoyangoberstatusopelajar,omahasiswa, sertaopekerjaomudaoatau 

pemilihopemulaoini adalahomerekaoyangobaru akan mempunyai 

pengalamanopertamaokalioberpartisipasi dalamopemilihan umum. 
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1.8 Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan 

batasan-batasan dari gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk 

menjawab masalah penelitian. Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan pilihan rasional (rational choice theory), teori ini dikemukakan 

oleh James S. Coleman (1989). Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, 

yaitu aktor dan sumber daya. 

Table 1.5 

Unsur Dalam Teori Rasionalitas 

Unsur Dalam Teori Rasionalitas 

oAktoro 

Aktorodipandangosebagai manusia yang 

mempunyai tujuanoatau maksud. oArtinya, 

aktoroomempunyaiotujuan danotindakannya 

tertujuopadaoupayaountukomencapaiotujuan 

itu. Aktor dipandang mempunyaiopilihan 

(atau nilai, okeperluan). 

Sumber Daya 
Sumber daya adalah sesuatu yang menarik 

perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. 

Sumber: James S. Coleman dalam (Afnaniyati, 2012) 

Teori pilihan rasional Coleman terhadap aktor sebagai unsur dari teori 

rasionalitas tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan 

perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) 

ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Dalam pendekatan rasional, 

rasionalitas para pemilih pemula dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2017 dilihat dari: 
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1. Issue - issue politik: Paraopemilihodapatomenentukanopilihannya 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dimana tindakan 

perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) 

ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). 

2. Kandidatoyangodiajukan:oPemilihopemula jugaocenderungomemilih  

kandidatoberdasarkanofigurnyaobukanokemampuannya sehingga  

pemilihopemula jugaocenderung mudahodimanfaatkanoolehopartai  

politik. 

3. Memilih kandidat yang dapat memberikan keuntungan: Hal ini dapat 

dilihat ketika pemilih pemula memilih kandidat yang dapat memberinya 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya, memilih kandidat yang 

memberinya uang atau materi sebagai harga dari suara yang akan 

digunakannya. Artinya penggunaan pendekatan rasional dalam 

menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi 

dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar 

(ekonomi) dan perilaku memilih (politik). 
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1.9 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara 

penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian. Oleh karena itu 

metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, 

kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian 

dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian 

nantinya. 

Dalam proposal penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode 

yaitu: pertama, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan 

obyek yang peneliti pilih. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian ini 

merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Kedua, menggunakan "Library Research" yang mana metode dalam 

penelitian ini nantinya menggunakan teori-teori yang diambil dari buku 

literatur yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi ini. 

Table 1.6 

Metode Penelitian 

Metode Penelitian 

Field Research Library Research 

Metode penelitian dalam skripsi ini 

adalah sebagai jenis-jenis penelitian 

lapangan dengan pendekatan kualitatif 

dengan penelitian lapangan yang 

sesuai dengan obyek yang peneliti pilih 

Metode dalam penelitian ini 

nantinya menggunakan teori-

teori yang diambil dari buku 

literatur yang mendukung dan 

relevan dengan judul skripsi ini. 

Sumber: Moleong (2006) 
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1.9.1 Jenis Penelitian 

Kirk dan Miller (Moleong, 2006) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia 

baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang 

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi 

lainnya. 

1.9.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Satuan Pendidikan Kota 

Pangkalpinang, yaitu SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota 

Pangkalpinang, Kantor Kepala Sekolah, Kantor Wakil Kepala 

Sekolah, Kantor Jurusan Pelayaran, Kantor Jurusan Perikanan, Kantor 

Ketarunaan dan Markas Besar Pramuka USS.M4. 

Table 1.7 

Lokasi Penelitian 

No Tempat Lokasi 

1 Kantor Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang 

2 Kantor Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang 

3 Kantor Jurusan Pelayaran SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang 

4 Kantor Jurusan Perikanan SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang 

5 Kantor Ketarunaan SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang 

6 Markas Besar Pramuka USS.M4 SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
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1.9.3 Unit Analisis Penelitian 

Pola analisis data yang akan digunakan adalah etnografik, yaitu 

dari catatan lapangan (field note) kemudian akan dilakukan 

pengkodean, kategorisasi atau klasifikasi kemudian disusun secara 

sistematis dan selanjutnya akan disusun tema-tema berdasarkan hasil 

analisis data tersebut. Sebagai bahan pijakan sekaligus pisau analisis 

digunakan pula teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu 

yang mendukung. Adapun data menurut Suharsimi Arikunto (1998) 

mengatakan bahwa sumber data dibagi menjadi tiga macam, yakni: 

Table 1.8 

Unit Analisis Penelitian 

No Jenis Sumber 

1 Person Taruna-Taruni 

2 Place Tempat (sarana dan prasarana) 

3 Paper Latar belakang sekolah, Visi dan Misi 

Sumber: Suharsimi Arikunto dalam (Moleong, 2006) 
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1.9.4 Subjek Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, 

XI dan XII atau Taruna/i tingkat I, II dan III SMK N 4 Kemaritiman 

Kota Pangkalpinang. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang diteliti. Disini peneliti menggunakan Purposive Sampling 

(tujuan/target sampel) yang mengambil sebagian Taruna/i yang sudah 

memiliki hak pilih dalam pemilu (pemilih pemula) di SMK N 4 

Kemaritiman Kota Pangkalpinang. 

Table 1.9 

Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian 
Lokasi 

Populasi Sampel 

Seluruh siswa kelas X, 

XI dan XII atau Taruna/i 

tingkat I, II dan III 

Sebagian Taruna/i yang sudah 

memiliki hak pilih dalam 

pemilu (pemilih pemula) 

SMK N 4 

Kemaritiman Kota 

Pangkalpinang 

 

1.9.5 Jenis Data Penelitian 

Jenis data adalah suatu hal yang diperoleh di lapangan ketika 

melakukan penelitian dan belum diolah. Atau dengan pengertian lain, 

suatu hal yang dianggap atau diketahui. Data kualitatif yaitu yang 

disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. 

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. 
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1.9.6 Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 1998). Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

data primer dan data skunder. Menurut Sari (Usman dan Akbar, 

2006), data primer merupakan data yang dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti atau pihak pertama, sedangkan data sekunder 

merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan 

oleh penelitian untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 

yang diperoleh dari tanggapan responden dalam menjawab 

pertanyaan–pertanyaan tentang pilihan taruna-taruni dalam 

menentukan rasionalitasnya terhadap politik baik kepada figur 

maupun partai politik. 

Table 1.10 

Sumber Data Penelitian 

Data Primer Data Sekunder 

Merupakan data yang 

dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti atau pihak pertama. 

merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak 

lain dan dimanfaatkan oleh penelitian untuk 

kebutuhan penelitian yang dilakukannya. 

  

Hasil Wawancara Responden Hasil Dokumentasi 

Hasil Observasi 

Buku-buku 

Internet 

Dokumen hasil Pemilu 2015 

(Jumlah DPT, TPS, Jumlah Pemilih Pemula, dll) 

Dokumen hasil Pemilu 2017 

(Jumlah DPT, TPS, Jumlah Pemilih Pemula, dll) 

Sumber: diolah dari berbagai sumber 
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1.9.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yakni membicarakan tentang bagaimana 

cara penulis mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai 

berikut:  

1. Metode Wawancara (interview). Metode wawancara/interview 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara 

dengan responden/orang yang diwawancarai dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara. 

Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan 

tanya jawab secara langsung dengan Taruna/i yang sudah berusia 

17 tahun atau lebih dan mempunyai pengalaman pertama kali 

berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan membawa 

instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal 

yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa 

pertanyaan mulai dari issue-issue politik, kandidat yang diajukan 

dan memilih kandidat yang dapat memberikan keuntungan. 
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2. Metode Observasi (pengamatan). Metode observasi atau 

pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera 

lainnya. Marshall menyatakan bahwa, “Through observation, the 

researcher learn about behavior and the meaning attached to 

those behavior”. Melalui observasi, penulis belajar tentang 

perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. 

Adapun observasi yang dilakukan penulis termasuk dalam 

jenis observasi partisipasif, yaitu penulis terlibat langsung dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati meliputi 

lingkungan pendidikan, aktivitas belajar mengajar serta interaski 

sosial selama bersekolah. 

 

3. Metode Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. 

Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah buku-buku, catatan-catatan, surat kabar, internet dan koran 

yang memiliki korelasi dan dapat menjadi referensi dalam 

menjelaskan tentang rasionalitas, pemilu dan pemilih pemula. 
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Tabel 1.11 

Teknik pengumpulan data 

No Teknik pengumpulan data 

1 Metode Wawancara 

Peneliti mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan Taruna/i yang sudah 

berusia 17 tahun atau lebih dan mempunyai 

pengalaman pertama kali berpartisipasi 

dalam pemilihan umum dengan membawa 

instrumen penelitian sebagai pedoman 

pertanyaan tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan dengan cara menanyakan 

beberapa pertanyaan mulai dari issue-issue 

politik, kandidat yang diajukan dan memilih 

kandidat yang dapat memberikan 

keuntungan. 

2 Metode Observasi 

Observasi yang dilakukan penulis termasuk 

dalam jenis observasi partisipasif, yaitu 

penulis terlibat langsung dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati 

meliputi lingkungan pendidikan, aktivitas 

belajar mengajar serta interaski sosial selama 

bersekolah. 

3 Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri buku-buku, catatan-

catatan, surat kabar, internet dan koran yang 

memiliki korelasi dan dapat menjadi 

referensi dalam menjelaskan tentang 

rasionalitas, pemilu dan pemilih pemula. 

Sumber: Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2006) 
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1.9.8 Teknik Analisis Data 

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong 

(2006) mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Reduksi Data. Reduksi data diawali dengan menerangkan, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan 

sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dalam proses reduksi 

data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data 

yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan 

ringkasan dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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2. Display Data. Display data merupakan proses menampilkan data 

secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, 

matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah 

dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk 

mengambil kesimpulan yang tepat. 

 

3. Verifikasi dan Simpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti 

harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, 

simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) 

pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah 

simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali 

dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan. 

Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi 

tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih 

bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan 

penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang 

berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang 

dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan 

temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan. 
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Tabel 1.12 

Teknik Analisis data 

No Teknik Analisis data 

1 Reduksi Data 

Diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting terhadap isi dari suatu data yang 

berasal dari lapangan, sehingga data yang telah 

direduksi dapat memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan. 

2 Display Data 

Merupakan proses menampilkan data secara 

sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat 

naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud 

agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh 

peneliti sebagai dasar untuk mengambil 

kesimpulan yang tepat. 

3 
Verifikasi dan 

Simpulan 

Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut 

harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan 

yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya 

kearah simpulan yang mantap. Penarikan 

simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan 

tentative yang masih perlu disempurnakan. 

Sumber: Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2006) 
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1.10 SistematikaoPenulisanoSkripsi 

Untukodapatomengatahui isiopenelitian ini,omakaosecara singkat 

akanodisusunodalamoempat baboyang terdiriodari bab satuoyaitu 

pendahuluan dengan menjelaskanotentangolatarobelakangopermasalahan 

yang menjadiolatarobelakang kenapa penelitianoini dilakukan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, 

kajian teori, landasan teori dan metodeopenelitian 

yangomenjelaskanomengenai populasi, sampel, variabel yang 

digunakan,ojenisodata,osumberodata danometodeopengumpulanodata. 

Bab dua menjelaskan tentang gambaran lingkungan pendidikan SMK 

N 4 sebagai pemetaan dan wilayah objek penelitian yang menjadi Satuan 

Pendidikan dimana sekolah tersebut menggunakan sistim komando semi 

kemiliteran dalam basis pendidikan umum, profil sekolah, profil taruna-

taruni sebagai peserta didik serta Kesatuan Komando Batalyon sebagai 

organisasi ketarunaan. 

Bab ketiga akan menjelaskan dan menguraikan pembahasan dari 

penelitian yang dilakukan tentang rasionalitas Taruna/i sebagai pemilih 

pemula, sedangkan Bab keempat yaitu penutup yang terdiri atas simpulan 

mengenai rasionalitas Taruna/i pemilih pemula serta saran sebagai bahan 

masukan dan rekomendasi atas solusi dalam memberikan pandangan 

politik kepada Taruna/i. 


